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ABSTRAK

Pengelolaan Dana Desa merupakan kebijakan pemerintah yang
bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa, meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan ekonomi di tingkat
desa. Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai permasalahan,
terutama terkait pemahaman, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan
dana oleh pemerintah desa. Di Dusun Cempedak, Pekon Padang Tambak,
ditemukan adanya kendala berupa keterbatasan pemahaman Kepala Desa
terhadap regulasi, kurangnya transparansi, rendahnya partisipasi masyarakat,
ketimpangan alokasi dana, serta lemahnya pengawasan dalam pengelolaan
Dana Desa. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan Dana Desa belum
berjalan secara optimal dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan di
masyarakat. Berdasarkan fenomena tersebut rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah 1.Bagaimana peran Kepala Desa dalam Implementasi
Pasal 21 ayat 1 dan 2 terkait Peraturan Menteri Keuangan 7 Tahun 2026
tentang penggunaan dana desa Tahun 2026? 2. Bagaimana pandangan
Siyasah Tanfidziyah terhadap peran Kepala Desa dalam implentasi Pasal 21
ayat 1 dan 2 terkait peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026
tentang penggunaan dana desa Tahun 2026?. Adapun tujuan penelitian ini
adalah 1. Untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam Implementasi Pasal 21
ayat 1 dan 2 terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026
tentang penggunaan dana desa Tahun 2026 di Dusun Cempedak Pekon
Padang Tambak. 2. Untuk Mengetahui pandangan Siyasah Tanfidziyah
terhadap peran Kepala Desa dalam implementasi Pasal 21 ayat 1 dan 2 terkait
peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang penggunaan dana
desa Tahun 2026 di Dusun Cempedak Pekon Padang Tambak

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan
pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer
melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder melalui studi
kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara,
observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan tahapan
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan Dana
Desa di Dusun Cempedak masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih
adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan prinsip transparansi, partisipasi
masyarakat, serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Dalam perspektif
Siyasah, kondisi tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan,
amanah, dan kemaslahatan (maslahah), sehingga diperlukan peningkatan
kualitas sumber daya manusia, penguatan pengawasan, serta keterlibatan
aktif masyarakat agar pengelolaan Dana Desa dapat berjalan lebih efektif dan
adil.

Kata Kunci: Dana Desa, Siyasah, Transparansi, Akuntabilitas,
Partisipasi Masyarakat.



ABSTRACT

Village Fund management is a government policy aimed at accelerating
rural development, improving community welfare, and reducing economic
inequality at the village level. However, its implementation still faces various
problems, particularly related to understanding, transparency, and
accountability in fund management by village officials. In Cempedak Hamlet,
Pekon Padang Tambak, several obstacles were identified, including limited
understanding of regulations by the Village Head, lack of transparency, low
community participation, unequal fund distribution, and weak supervision in
Village Fund management. These conditions cause the implementation of the
Village Fund to be suboptimal and have the potential to trigger injustice in
society. Based on this phenomenon, the formulations of the problem in this
study are: 1. What is the role of the Village Head in the implementation of
Article 21 paragraphs (1) and (2) regarding the Regulation of the Minister of
Finance Number 7 of 2026 concerning the use of village funds in 2026? 2.
What is the perspective of Siyasah Tanfidziyah on the role of the Village
Head in the implementation of Article 21 paragraphs (1) and (2) regarding
the Regulation of the Minister of Finance Number 7 of 2026 concerning the
use of village funds in 20262 The objectives of this study are: 1. To determine
the role of the Village Head in the implementation of Article 21 paragraphs
(1) and (2) regarding the Regulation of the Minister of Finance Number 7 of
2026 concerning the use of village funds in 2026 in Cempedak Hamlet,
Pekon Padang Tambak. 2. To determine the perspective of Siydsah
Tanfidziyah on the role of the Village Head in the implementation of Article
21 paragraphs (1) and (2) regarding the Regulation of the Minister of
Finance Number 7 of 2026 concerning the use of village funds in 2026 in
Cempedak Hamlet, Pekon Padang Tambak.

This research is a field research using a descriptive qualitative
approach. Primary data sources were obtained through interviews and
observations, while secondary data were gathered through literature studies.
Data collection techniques included interviews, observation, and
documentation. The data were analyzed through the stages of data reduction,
data presentation, and conclusion drawing.

The results show that the implementation of Village Fund management
in Cempedak Hamlet is still not optimal. This is reflected in the
inconsistencies in implementing the principles of transparency, community
participation, and accountability in fund management. From the perspective
of Sivasah, these conditions are not fully in accordance with the principles of
justice (‘adalah), trustworthiness (amanah), and public interest (maslahah).
Therefore, improvements in human resource capacity, strengthening of
supervision, and active community involvement are required to ensure a
more effective and fair Village Fund management.

Keywords: Village Fund, Siyasah, Transparency, Accountability,
Community Participation.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Judul merupakan bagian penting dan mutlak
kegunaannya dalam semua bentuk tulisan atau karangan, karena
judul dapat memberikan Gambaran semua isi yang terkandung
didalamnya. Untuk mempermudah pembaca dalam memahami
judul  penelitian ini serta untuk menghindari adanya
kesalahpahaman dalam memahaminya, maka perlu ditegaskan
istilah-istilah yang terdapat dalam judul. Judul proposal
penelitian ini adalah “Peran Kepala Desa dalam Implementasi
Pasal 21 Ayat 1 dan 2 terkait Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 7 Tahun 2026 tentang penggunaan dana desa Tahun
2026 dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Dusun
Cempedak Pekon Padang Tambak)”. Maka dapat diuraikan
secara singkat pengertian yang terdapat dalam judul ini yaitu:
1. Peran
Peran menurut kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai
pemain sandiwara, perangkat tingkah yang di harapkan di
miliki oleh orang yang berkedudukan di Masyarakat.*
2. Kepala Desa
Kepala Desa/adat yang disebut dengan nama lain kepala
pemerintah desa/adat yang memimpin penyelenggaraan
desa.?
3. Peraturan Menteri Keuangan
Adalah aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian
Keuangan Republik Indonesia untuk mengatur aspek
keuangan negara, seperti pajak, anggaran, pembiayaan, dan
perbendaharaan.?

! Kamus Besar Bahasa Indonesia
2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 25
¥ KEUANGAN, P. A. K. M. (2012). Peraturan Menteri Keuangan.

1



4. Peraturan Nomor 7 Tahun 2026 tentang penggunaan dana
desa Tahun 2026
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 mengatur
mekanisme penggunaan Dana Desa sebagai upaya
memperkuat pembangunan desa dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Peraturan ini menetapkan Kriteria
distribusi dana berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah,
dan tingkat kemiskinan.* Walaupun PMK ini lebih bersifat
teknis dan alokasi fiskal, Peran Kepala Desa secara implisit
dan eksplisit terlihat dalam:

a) Pasal 21 ayat1: Penggunaan Dana Desa
diprioritaskan untuk membiayai (2) pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat.

b) Pasal 21 ayaut 2 : Penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada
prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan
oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana
Kerja Pemerintah Desa.

Kepala Desa sebagai pelaksana otoritas pemerintahan desa
bertugas mengarahkan pemanfaatan Dana Desa sesuai
kebutuhan masyarakat. la harus mampu menerjemahkan
prinsip-prinsip teknis ini menjadi kebijakan desa yang
transparan, partisipatif, dan akuntabel.
5. Persfektif Siyasah

Siyasah adalah salah satu aspek hukum yang membicarakan
pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam
bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri.’
Siyasah Tanfidziyah membahas kebijakan dan pelaksanaan
pemerintahan oleh otoritas eksekutif, termasuk pemimpin
lokal seperti kepala desa. Dalam perspektif ini:

a) Kepala desa sebagai walr al-amr al-saghir (pemimpin
level lokal) memiliki mandat dari rakyat dan negara

* Nomor, P. M. K. (2014). 49/PMK. 07/2016 Tentang Tata Cara
Pengalokasian. Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

® Muhammad Iqgbal, figih siyasah kontekstualisasi doktrin politik, (Jakarta:
Prenada Media Group, 2014),4.
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untuk menjalankan amdnah dengan prinsip amanah
(kepercayaan), maslahah  (kemanfaatan), dan
keadilan.

b) Pelaporan penggunaan Dana Desa mencerminkan
prinsip hisbah (pengawasan) dalam Islam, vyaitu
transparansi dan pertanggungjawaban publik.

¢) Implementasi kebijakan yang sesuai dengan aturan
negara dan syariat merupakan bentuk ketaatan
terhadap ulil amri (pemegang kekuasaan sah) dalam
menjaga kesejahteraan umat.

6. Pasal 21 ayat 1 dan 2 PMK Nomor 7 Tahun 2026 selaras
dengan prinsip Siyasah Tanfidziyah Karena :
menekankan tanggung jawab kepala desa dalam
menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa secara
transparan dan tepat waktu. Ini mencerminkan prinsip
amanah, hisbah (pengawasan), maslahah (kemaslahatan
umat), serta ketaatan kepada ulil amri, yang semuanya
merupakan nilai inti dalam Siyasah Tanfidziyah.
Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat beberapa masalah
dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran No.
3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Kalirejo,
Kecamatan Negeri Katon. Pertama, pemahaman Kepala Desa
mengenai peraturan ini sering kali terbatas, sehingga sulit bagi
mereka untuk mengimplementasikan alokasi dana sesuai
ketentuan. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahan alokasi
yang berdampak pada efektivitas penggunaan dana. Kedua,
distribusi Dana Desa sering kali kurang transparan, baik dalam
perencanaan  maupun  pelaksanaan, yang menyebabkan
kecurigaan di kalangan masyarakat dan melemahkan kepercayaan
publik. Dalam Perspektif Siyasah, prinsip keadilan dan
keterbukaan merupakan elemen penting dalam pemerintahan
yang amanah, sehingga praktik yang kurang transparan ini
bertentangan dengan prinsip tersebut. Selain itu, pengawasan
internal di desa masih lemah, terutama dalam aspek akuntabilitas.
Perspektif Siyasah menekankan bahwa pemimpin harus bertindak
sebagai pelayan masyarakat, mengedepankan akuntabilitas dalam
setiap tindakannya. Namun, Kepala Desa sering kali hanya



melaporkan penggunaan dana kepada pihak pemerintah tanpa
memberikan informasi rinci kepada masyarakat. Akibatnya, ada
kesenjangan informasi yang menyebabkan ketidakpuasan di
antara warga. Kelemahan dalam pengawasan ini juga berdampak
pada Kketidaktepatan sasaran program, di mana dana yang
seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan
peningkatan kesejahteraan warga malah dialokasikan untuk hal-
hal yang kurang mendesak atau bahkan tidak sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, penulis tertarik untuk
melakukan penelitian yang berjudul "Peran Kepala Desa dalam
Implementasi Pasal 21 ayat 1 dan 2 terkait Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Pengalokasian Dana
Desa dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Dusun
Cempedak Pekon Padang Tambak)”.

. Latar Belakang

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026
tentang penggunaan dana desa Tahun 2026 merupakan kebijakan
pemerintah Indonesia untuk mendukung pembangunan desa dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi dana
yang disalurkan langsung ke pemerintah desa. Kebijakan ini
bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur, pelayanan
publik, serta mengurangi ketimpangan ekonomi di tingkat desa.
Namun, dalam  pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai
kendala dan permasalahan, terutama di tingkat Kepala Desa yang
memiliki peran strategis sebagai pelaksana utama peraturan ini.
Di Dusun Cempedak, Desa Padang Tambak, pelaksanaan
pengalokasian Dana Desa mengalami tantangan besar terkait
pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan dana
yang efektif, transparan, serta sesuai kebutuhan masyarakat.
Dalam perspektif Figh Siyasah, pemimpin atau Kepala Desa
dituntut untuk menjalankan kepemimpinan yang berlandaskan
prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, amanah, transparansi, dan
tanggung jawab. Prinsip-prinsip ini selaras dengan tujuan dari
Dana Desa untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan
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adil bagi seluruh warga desa tanpa memandang latar belakang
atau kepentingan pribadi.’

Salah satu masalah utama yang muncul adalah
keterbatasan pemahaman Kepala Desa tentang regulasi, yang
mengakibatkan alokasi dana tidak tepat sasaran atau bahkan
disalahgunakan. Perspektif Siyasah menekankan pentingnya
pemahaman dan pengetahuan bagi pemimpin agar mereka dapat
mengambil keputusan yang bijak dan adil. Hal ini sesuai dengan
firman Allah dalam Surah Al-Bagarah ayat 188:
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"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian
yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan
(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim,
supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda
orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu
mengetahui.” (Q.S. Al-Bagarah [2]: 188).

Ayat ini mengajarkan pentingnya amanah dalam
mengelola harta atau dana yang menjadi hak orang lain serta
larangan keras terhadap penyelewengan dan penyalahgunaan
harta demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam
konteks pengelolaan Dana Desa, amanah ini menjadi tanggung
jawab Kepala Desa sebagai pemimpin yang dipercayakan untuk
mengelola dana bagi kemaslahatan masyarakat desa.’

Kepala Desa juga menghadapi kesulitan dalam
menjalankan tugasnya secara transparan, terutama dalam
pelaporan dan pengawasan penggunaan Dana Desa. Banyak desa,

® Candra, R. A. H. (2023). Mekanisme Penerapan Dimensi Akuntabilitas
Hukum Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Tahun 2021: Studi Deskriptif Di Desa
Ketimang Kecamatan Wonoayu-Sidoarjo. Journal of Education and Research, 2(1),
17-33.

" Al-Quran. Surah Al-Bagarah Ayat 188. Dalam Al-Qur'anul Karim.
Terjemahan oleh Abdul Wahid. Jakarta: Penerbit, 2020



termasuk Dusun Cempedak, menghadapi kendala dalam
membangun sistem pelaporan yang jelas dan akuntabel, sehingga
menimbulkan rasa curiga di kalangan masyarakat terkait alokasi
dan penggunaan dana tersebut. Transparansi merupakan aspek
penting dalam Perspektif Siyasah, di mana pemimpin harus
bertindak jujur dan terbuka dalam segala tindakannya agar dapat
menjaga kepercayaan masyarakat. Kurangnya transparansi
mengakibatkan ketidakpuasan dan bahkan konflik di antara
warga desa yang merasa tidak mendapatkan manfaat yang adil
dari Dana Desa. Pada beberapa kasus, dana yang seharusnya
dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur atau peningkatan
ekonomi malah digunakan untuk proyek-proyek yang kurang
mendesak, yang sering kali didasari oleh kepentingan pribadi atau
tekanan dari pihak tertentu. Ini tidak sejalan dengan semangat
Perspektif Siyasah yang mendorong pemimpin untuk melayani
masyarakat dengan sepenuh hati dan tanpa memihak,
mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi.?
Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses
perencanaan dan pengambilan keputusan terkait Dana Desa
masih kurang di Dusun Cempedak. Padahal, dalam Perspektif
Siyasah, musyawarah atau Syura Sangat ditekankan sebagai
sarana untuk mencapai kesepakatan yang adil dan mencerminkan
aspirasi masyarakat. Kepala Desa yang kurang melibatkan warga
dalam proses ini sering kali beralasan bahwa mereka sudah
memahami kebutuhan desa tanpa perlu masukan tambahan.
Namun, pendekatan ini menyebabkan ketimpangan dalam
pemanfaatan dana dan menimbulkan rasa ketidakadilan di
kalangan warga. Perspektif Siyasah menekankan bahwa
pemimpin adalah pelayan bagi masyarakat dan wajib
mendengarkan serta mempertimbangkan pandangan mereka,
terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan
bersama seperti Dana Desa. Ketika Kepala Desa tidak melakukan

8 Nasution, A. (2019). Eksistensi Pengelolaan Harta Negara Dalam Islam
(Studi Terhadap Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016
Tentang Dana Desa Bersumber Dari Apbn) (Doctoral dissertation, Universitas Islam
Negeri Sumatera Utara), 12-82.
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Syara dengan masyarakat, maka keputusan yang diambil menjadi
kurang representatif, dan masyarakat merasa diabaikan.

Dalam implementasi Dana Desa di Dusun Cempedak,
juga ditemukan ketimpangan alokasi antar-dusun yang didasari
oleh faktor-faktor subjektif, seperti kedekatan atau pengaruh dari
pihak-pihak tertentu terhadap Kepala Desa. Ketimpangan ini
mencederai prinsip keadilan yang sangat ditekankan dalam
Perspektif Sivasah, di mana pemimpin diharuskan untuk
bertindak adil dalam segala hal, termasuk dalam distribusi
sumber daya. Pemimpin yang tidak bersikap adil dan memihak
kelompok tertentu telah melanggar amanah sebagai pemimpin,
dan hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan serta kecemburuan
sosial di antara masyarakat. Ketika Dana Desa dialokasikan
dengan cara yang tidak adil, tujuan dari peraturan tersebut untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tidak tercapai
secara optimal, dan justru menciptakan konflik yang dapat
menghambat proses pembangunan.®

Terakhir, aspek akuntabilitas dalam pengelolaan Dana
Desa masih menjadi masalah, terutama ketika Kepala Desa tidak
memberikan laporan yang jelas kepada masyarakat. Akuntabilitas
merupakan salah satu prinsip penting dalam Perspektif Siyasah
yang mewajibkan pemimpin untuk mempertanggungjawabkan
setiap tindakan dan keputusan yang diambilnya kepada
masyarakat. -~ Ketika Kepala Desa tidak menunjukkan
akuntabilitas, masyarakat merasa tidak memiliki kontrol atas
penggunaan dana yang seharusnya mereka manfaatkan bersama.
Tanpa adanya akuntabilitas, peluang penyalahgunaan dana
semakin besar, dan masyarakat tidak dapat menilai sejauh mana
program pembangunan desa telah mencapai tujuannya. Sebagai
seorang pemimpin, Kepala Desa memiliki tanggung jawab besar
untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa

® Hidayaty, N. A. (2019). Penggunaan dana desa di bidang pembangunan
perbaikan jalan menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
perspektif Figh Siyasah: studi kasus di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah
Kabupaten Gresik. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 1-87.



setiap dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk
kepentingan mereka.*

Dalam Islam, seorang pemimpin yang diberikan
amanah oleh masyarakat akan dimintai pertanggungjawaban atas
setiap tindakannya, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena
itu, penting bagi Kepala Desa untuk mengelola Dana Desa
dengan penuh tanggung jawab dan mengikuti prinsip-prinsip
Siyasah. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip keadilan,
transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, Kepala Desa
diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai pemimpin yang
amanah dan mampu memberikan manfaat yang besar bagi
masyarakat. Di Dusun Cempedak, Desa Padang Tambak,
dibutuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang Perspektif
Siyasah dan komitmen untuk menjalankan amanah sebagai
pemimpin desa, agar setiap warga merasakan keadilan dan
manfaat dari Dana Desa™ Hal ini tidak hanya akan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga membangun
kepercayaan antara pemimpin dan masyarakat, sehingga tercipta
lingkungan yang kondusif untuk pembangunan desa yang
berkelanjutan dan adil. Berdasasarkan latar belakang penulis
memilih judul : “Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis
tertarik melakukan penelitian dengan judul “Peran Kepala Desa
dalam Implementasi Pasal 21 Ayat (1) dan (2) terkait Peraturan
Menteri  Keuangan ~ Nomor  49/PMK.07/2016  tentang
Pengalokasian Dana Desa dalam Perspektif Figh Siyasah
Tanfidziyah (Studi Dusun Cempedak Desa Padang Tambak)”.

C. Fokus dan Subfokus
1. Fokus
Fokus dari judul ini adalah mengeksplorasi bagaimana
nilai-nilai  Figh Siyasah, seperti keadilan, amanah, dan

0 Akbar, F., & Fauzi, A. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam
Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Figh Siyasah.Journal of
Sharia and Law, 1(2), 118-142.

1 Ainah, N. 1. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan
Pengelolaan Dana Desa Perspektif Figh Siyasah (Studi di Desa Sinar Bandung
Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran) (Doctoral dissertation, UIN Raden
Intan Lampung).
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tanggung jawab, dapat diintegrasikan ke dalam praktik
pengelolaan Dana Desa yang terletak pada pemahaman dan
analisis mengenai bagaimana Kepala Desa berfungsi dalam
konteks pengelolaan Dana Desa sesuai dengan peraturan yang
berlaku dan prinsip-prinsip Siyasah.
Sub Fokus

Sub fokus dari judul ini mencakup pemahaman
Kepala Desa mengenai regulasi pengalokasian dana, termasuk
tantangan yang dihadapi dalam interpretasi dan penerapan
peraturan  tersebut. sub  fokus ini  juga akan
mempertimbangkan dampak dari kebijakan pengelolaan Dana
Desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Dusun Cempedak,
serta bagaimana prinsip-prinsip Siyasah dapat
diimplementasikan dalam konteks tersebut untuk menciptakan
pemerintahan yang lebih baik dan adil.

D. Rumusan Masalah

E.

Berdasarkan uraian-uraian terkait dengan permasalahan di

atas, maka untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis
menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1.

Bagaimana peran Kepala Desa dalam Implementasi Pasal 21
ayat 1 dan 2 terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7
Tahun 2026 tentang penggunaan dana desa Tahun 20267
Bagaimana pandangan Siyasah Tanfidziyah terhadap peran
Kepala Desa dalam implentasi Pasal 21 ayat 1 dan 2 terkait
peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang
penggunaan dana desa Tahun 20267

Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian merupakan maksud diadakannya

suatu penelitian dan sebagai tujuan akhir dari suatu permasalahan
dan persoalan. Dan tujuan dalam penelitian ini secara rinci adalah
sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam
Implementasi Pasal 21 ayat 1 dan 2 terkait Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang
penggunaan dana desa Tahun 2026.
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2. Untuk Mengetahui pandangan Siyasah Tanfidziyah
terhadap peran Kepala Desa dalam implementasi Pasal 21
ayat 1 dan 2 terkait peraturan Menteri Keuangan Nomor 7
Tahun 2026 tentang penggunaan dana desa Tahun 2026.

F. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini secara teoritis maupun praktis adalah :

1.

Secara teoritis untuk memperkaya literatur mengenai
pengelolaan Dana Desa dan peran Kepala Desa dalam konteks
kebijakan publik di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi terhadap pemahaman konsep Siyasah
Tanfidziyah dalam praktik kepemimpinan desa, serta
menjelaskan hubungan antara regulasi pemerintah dan
implementasinya di tingkat lokal.

. Secara praktis penelitian ini untuk memberikan rekomendasi

bagi Kepala Desa dan pihak terkait dalam mengelola Dana
Desa secara lebih efektif dan transparan. Hasil penelitian
diharapkan dapat membantu Kepala Desa memahami regulasi
yang berlaku dan tantangan yang dihadapi, serta
meningkatkan  partisipasi  masyarakat dalam  proses
perencanaan dan pengambilan keputusan.

G. Kajian Terdahulu
1. Skripsi Penelitian dari Epi  Tahun 2023 Tentang

“Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 06 Tahun 2014 Di Desa Pekan Kamis Kecamatan
Tembilahan Hulu Perspektif Figih Siyasah”.'? pengelolaan
dana desa di desa Pekan Kamis. Dalam pengelolaan dana
desa oleh pemerintah desa Pekan kamis, penulis menemukan
permasalahan bahwa di desa Pekan Kamis masih kurangnya
transparansi dana desa dari pihak perangkat desa terhadap
masyarakat. Didapati Kketidaksesuaian antara asas-asas
Pengelolaan Dana Keuangan Desa sebagaimana tertuang

12 Epi, E. (2024). Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 06 Tahun 2014 Di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu Perspektif
Figih Siyasah (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau).
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dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/Pmk.07/2016
tentang Pengalokasian Dana Desa yaitu transparan,
akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan
disiplin anggaran dengan kondisi yang terjadi di Desa Pekan
Kamis. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian
lapangan (field research) Penelitian ini menggunakan
metode penelitian  deskriptif dengan  menggunakan
pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Adapun Hasil
penelitian menunjukan bahwa Pengelolaan Dana Desa dalam
peningkatan pembangunan di Desa Pekan Kamis Kecamatan
Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir sudah berjalan
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014.
Persamaan Keduanya menyoroti peran pemimpin desa
dalam menerapkan regulasi yang mengatur pengalokasian
dana, serta mengkaji bagaimana prinsip-prinsip syariah
dapat diintegrasikan dalam praktik pengelolaan dana untuk
meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan desa. Sedangkan Perbedaan
studi dilakukan di lokasi yang berbeda, yaitu Dusun
Cempedak dan Desa Pekan Kamis, serta dapat menunjukkan
perbedaan tantangan dan praktik pengelolaan Dana Desa
dalam konteks yang berbeda.

2. Skripsi Penelitian dari Mely Hayati Sobri Tahun 2024
Tentang “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Pasal 26 Ayat (1) Dalam Peranan Kepala Desa
Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Janji Tahun
2023-2024 Perspektif Figh Siyasah”®  Penelitian ini
mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Pasal 26 Ayat (1) mengenai peranan Kepala Desa
dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Janji tahun 2023-
2024 dari perspektif Figh Siyasah. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Kepala Desa memiliki peran yang
sangat penting dalam menyelenggarakan pemerintahan desa,

¥ SOBRI, M. H. (2024). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Pasal 26 Ayat (1) Dalam Peranan Kepala Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat
Di Desa Janji Tahun 2023-2024 Perspektif Figh Siyasah (Doctoral Dissertation,
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
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melaksanakan ~ pembangunan, melakukan  pembinaan
masyarakat, dan memberdayakan masyarakat desa. Kepala
Desa bertindak sebagai pemimpin yang bertanggung jawab
atas terlaksananya pembangunan desa dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Persamaan keduanya yang
menyoroti peran Kepala Desa dalam konteks kebijakan dan
regulasi pemerintah. Keduanya juga menggunakan
perspektif Figh Siyasah untuk menilai bagaimana Kepala
Desa menjalankan amanah dan tanggung jawab dalam
memberdayakan masyarakat, serta mengelola dana atau
sumber daya untuk mencapai kesejahteraan desa. Sedangkan
Perbedaan udul pertama lebih menekankan pada pengelolaan
Dana Desa dan tantangan yang dihadapi Kepala Desa,
sedangkan judul kedua berfokus pada pemberdayaan
masyarakat berdasarkan undang-undang tertentu dalam
periode waktu tertentu.

Skripsi Penelitian dari Moch Febry fitriawan Tahun 2023
Tentang “Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan
Masyarakat Perspektif Politik Islam (Studi Di Desa Pakis
Kecamatan Panti Kabupaten Jember)”.** Penelitian ini
merupakan penelitian Kualitatif pendekatan Studi kasus.
Penentuan subyek menggunakan teknik purposive. Hasil
Penelitian bahwa Kepala Desa harus mencari masukan dari
beragam kelompok dan menciptakan lingkungan inklusif.
Dalam perencanaan pembangunan, perlu memperhatikan
faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat
serta meningkatkan kemampuan perencana di tingkat desa.
Partisipasi masyarakat juga kunci dalam pengelolaan
keuangan desa yang baik. Persamaan Keduanya menyoroti
bagaimana Kepala Desa menjalankan amanah dan tanggung
jawabnya dalam pengelolaan sumber daya untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kedua
judul tersebut mengintegrasikan perspektif syariah atau

“ FITRIAWAN, M. F. (2023). Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Politik Islam
(Studi Di Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember), 1-106.
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politik Islam dalam menganalisis kebijakan dan praktik
kepemimpinan desa, sehingga mengedepankan nilai-nilai
keadilan, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam
proses pengambilan keputusan. Perbedaan Judul pertama
lebih menekankan pada implementasi regulasi terkait Dana
Desa dan peran Kepala Desa dalam konteks Figh Siyasah,
sedangkan judul kedua lebih umum membahas tugas Kepala
Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat, dengan penekanan pada
perspektif politik Islam.

4. Jurnal Penelitian dari Zaenal Abidin Tahun 2023 Tentang
“Tinjauan Figh Siyasah Dan Undang-Undang No 6 Tahun
2014 Tentang Desa Mengenai Peran Kepala Desa Dalam
Pengelolaan Keuangan Desa”.® Kendalayang sering
dihadapi pemerintah desaialah mengenaipengendalian
danpengelolaan dana desa. Penyebabnya ialah minimnya
kontrol dari pemerintah dan sumber daya manusia yang ada.
Sehinggadalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji
tentang peran Kepala Desa dan pengelolaan keuangan dana
desa yang ditinjau dari perspektif Figh Siyasah dan UU No.
6 Tahun 2014.Penulis menggunakan metode penelitian
kualitatif. Prosedur yang dipakai dalam pengumpulan data
yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun
lokasi penelitian ini berlokasi di Desa Baleraja, Kecamatan
Gantar, Kabupaten Indramayu. Hasil dari penelitian
menunjukkan bahwaKepala Desamemiliki peran yang
penting dalam keuangan sebab merupakan bagian dari
tertinggi dalam pengambilan keputusan dalam pemerintah
desa. Keterbukaan informasi di Desa Baleraja mengenai
pengelolaan dana desa belum terwujud, sehingga perlu
ditingkatkan dengan konsisten mengenailaporan pada tiap
tahun dan memberikan laporannya kepada masyarakat lewat
Baliho ataupun papan informasi di Desa. Pemerintahan Desa
Baleraja dapat dikatakan pemerintahan desa yang telah

15 Abidin, Z., Abbas, A. S., & Fitri, A. A. (2023). Tinjauan Figh Siyasah Dan
Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Mengenai Peran Kepala Desa
Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Journal of Islamic Studies, 1(3), 268-281.
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menerapkan empat sifat teladan Rasulullah SAW dalam
menjalankan pemerintahanyaitu Sidiq, amanah, tabligh dan
fathonah yang ditujukan untuk kepentingan masyarakatdi
Desa Balareja Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu.
Persamaan Keduanya mengaitkan aspek hukum, vyaitu
peraturan dan undang-undang, dengan prinsip-prinsip Figh
Siyasah. Selain itu, kedua judul menekankan pentingnya
kepemimpinan yang baik dalam memastikan transparansi
dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa untuk
meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Sedangkan
Perbedaan Judul pertama lebih menekankan pada
implementasi peraturan khusus tentang Dana Desa dan
tantangan yang dihadapi Kepala Desa dalam konteks
tersebut, sedangkan judul kedua lebih bersifat komparatif,
membahas tinjauan Figh Siyasah serta aspek hukum dari UU
No 6 Tahun 2014. Dengan demikian, judul kedua berupaya
menghubungkan prinsip syariah dengan landasan hukum
yang lebih luas dalam pengelolaan keuangan desa

Skripsi Penelitian dari Lilik Kholifah Tahun 2022 Tentang
“Skripsi Penelitian dari Moch Febry fitriawan Tahun 2023
Tentang ““Analisis Figh Siyasah Tentang Pengelolaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa) Di Desa
Makartitama Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten
Tulang Bawang”.’® Penelitian yang digunakan adalah
penelitian lapangan (field research). Dalam penelitian ini
penelitian langsung kelapangan untuk mengetahui kondisi
yang sebenarnya. Untuk mengungkap persoalan tersebut
secara menyeluruh. Peneliti menggunakan metode deskriptif
kualitatif berdasarkan studi kasus dengan penelitian
lapangan dan data-data yang didapat melalui wawancara,
observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat ditarik
kesimpulan bahwa pengelolaan APB Desa di desa
Makartitama Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten

16 Kholifah, L. (2022). Analisis Figh Sivasah Tentang Pengelolaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Di Desa Makartitama Kecamatan
Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang (Doctoral dissertation, IAIN Metro), 48-

65.
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Tulang Bawang sudah efektif meskipun belum sepenuhnya
dikarenakan kurangnya partisipasi dan kesadaran dari
masyarakat serta kurangnya informasi yang disampaikan
oleh pemerintah desa sehingga tidak sedikit masyarakat yang
acuh akan pembangunan desa. Persamaan Kedua penelitian
ini  mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip syariah
diterapkan dalam kepemimpinan dan pengelolaan anggaran
desa, serta menilai dampaknya terhadap kesejahteraan
masyarakat. Perbedaan Judul pertama menekankan pada
peran spesifik kepala desa dalam penerapan regulasi dana
desa, sedangkan judul kedua lebih berfokus pada analisis
konsep Figh Siyasah dalam pengelolaan APBDesa secara
umum.

H. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan
dengan masalah tujuan dan kegunaan penelitian itu sendiri,
sehingga penelitian  bisa dianggap valid dan dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan profesional.
1. Jenis Penelitian
Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian
lapangan (field research), penelitian lapangan adalah
penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari
lokasi atau lapangan yang melalui cara yaitu pengamatan,
wawancara, dan dokumentasi.’” Dari berbagai informasi yang
berkaitan, dari buku-buku yang membahas tentang Peran
Kepala Desa Dalam Mengimplementasikan Pasal 21 ayat 1
dan 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026
tentang penggunaan dana desa Tahun 2026 Persfektif Figh
Siyasah (Studi Dusun Cempedak Desa Padang Tambak).
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif yang berarti bersifat
mengambarkan atau memaparkan suatu situasi gejala dan

7 Karti Kartono, Pengantar metodologi riset sosial (bandung: Mandar Maju,
cet.V111,1999), 102
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peristiwa.’® Dalam hal ini untuk mengetahui masalah Peran
Kepala Desa Dalam Mengimplementasikan Pasal 10 dan 11
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang
penggunaan dana desa Tahun 2026 Persfektif Figh Siyasah
(Studi Dusun Cempedak Desa Padang Tambak).
3. Sumber Data
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh dari
sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberi
informasi langsung dalam penelitian.” Data yang diperoleh
atau dikumpulkan peneliti langsung dari lapangan yaitu
hasil dari wawancara oleh salah satu warga Desa Padang
Tambak.
b. Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang diperolen melalui
pihak-pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitinya.”
Data sekunder bersumber dari beberapa sumber yang
releven dengan penelitian yang dilakukan, antara lain
bahan-bahan  bacaan, dokumentasi, gambar, dan
pengamatan secara langsung.?* Selain itu, peneliti bisa
mendapatkan  berbagai  data  sekunder  dengan
memanfaatkan sumber publikasi seperti merujuk kepada
buku-buku, jurnal-jurnal, majalah-majalah, artikel-artikel
yang keseluruhannya itu yang ada relefansinya dengan
judul skripsi yang penulis sedang teliti.
4. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi merupakan keseluruhan dari unit analisis
atau objek yang memiliki karakteristik tertentu yang akan
diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala
keluarga (KK) vyang bertempat tinggal di Dusun

8 Suharsimi  Arit kumto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan

Praktek(Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114

19 Abdurrahmat Fathoni, Metodeologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan
Skripsi (Jakarta: Rineka cipta, 2006), 23.

20 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Reseach Sosial (Bandung, 1996), 6.

2! Mohammad Bapundu Tika, Metode Penelitian Riset Bisnis (Jakarta: Bumi
Aksara, 2006), 57.
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Cempedak, Pekon Padang Tambak, Kecamatan Way
Tenong, Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan data
pemutakhiran administrasi pekon setempat, Dusun
Cempedak memiliki populasi sebanyak 320 jiwa yang
terbagi ke dalam 95 Kepala Keluarga (KK). Alasan
penentuan seluruh KK di dusun ini sebagai populasi induk
karena pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa (seperti
pembangunan jalan rabat beton dan fasilitas umum)
berdampak langsung pada seluruh warga di tingkat dusun
tersebut.

Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil
untuk dapat mewakili atau memberikan informasi
mendalam mengenai objek penelitian. Mengingat
penelitian  ini  menggunakan pendekatan  deskriptif
kualitatif, maka penentuan sampel tidak didasarkan pada
perhitungan rumus statistik kuantitatif, melainkan
menggunakan teknik non-probability sampling dengan
pendekatan purposive sampling. Teknik ini memilih
informan secara sengaja berdasarkan ciri-ciri, kriteria, serta
kompetensi khusus yang dinilai paling memahami masalah
pengelolaan Dana Desa dan kondisi sosial di Dusun

Cempedak. Berdasarkan kriteria kesesuaian topik, dipilih 8

(delapan) orang informan sebagai sampel sumber data

riset, yang terdiri dari:

1) 1 Orang Kepala Desa/Peratin Pekon Padang Tambak,
selaku penanggung jawab utama dan pelaksana
otoritas anggaran Dana Desa.

2) 1 Orang Sekretaris Desa/Pekon Padang Tambak,
selaku  penyusun dokumen pelaporan realisasi
anggaran Dana Desa.

3) 1 Orang Kepala Dusun Cempedak, selaku pimpinan
wilayah yang paling mengetahui kendala teknis
lapangan dan kondisi fasilitas di dusunnya.

4) 1 Orang Tokoh Masyarakat/Agama Dusun Cempedak,
selaku perwakilan warga dalam forum musyawarah
dusun.
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5) 2 Orang Perwakilan Warga Dusun Cempedak
(Petani), sebagai penerima dampak langsung alokasi
ekonomi maupun infrastruktur rabat beton Dana Desa.

6) 1 Orang Pengurus Karang Taruna/Pemuda, untuk
mewakili aspek tingkat partisipasi aktif pemuda
dusun.

7) 1 Orang Pengurus BUMDes Pekon Padang Tambak,
selaku pengelola sektor pemberdayaan ekonomi
masyarakat dusun yang didanai dari Dana Desa.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis akan lakukan

ialah menggunakan beberapa metode di bawah ini yaitu
berupa:
a. Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung

ke obyek penelitian untuk mengetahui dari deket kegiatan
yang dilakukan.?? Merupakan suatu cara yang dilakukan
untuk mengumpulkan data peneliti dengan pengamatan.
Observasi yang dilakukan pada peneliti ini digunakan
untuk mengumpulkan data Peran Kepala Desa Dalam
Mengimplementasikan Pasal 21 ayat 1 dan 2 terkait
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang
penggunaan dana desa Tahun 2026 Persfektif Siyasah
(Studi Dusun Cempedak Pekon Padang Tambak).

. Wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data

dengan  mengajukan  pertanyaan  langsung  oleh
pewawancara kepada responden, jawaban-jawaban
responden dicatat dan direkam.*

Dalam penelitian ini penulis mengunakan teknik
wawancara tidak terstruktur (unstructured interview).
Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas
dengan cara peneliti tidak menggunakan pedoman
wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan
lengkap untuk pengumpulan datanya. Dengan bentuk

22 Abu Ahmadi Cholid Narbuko, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara,
2008), 58.
2 Sanapiah Fisal, Format-Format Penelitian Sosial (Jakarta: PT Grafindo

Perada, 2005), 43.



19

pertanyaan terbuka sebagai salah satu teknik pengumpulan
data. Ini didasarkan pada metode penelitian yang dipakai
oleh peneliti sangat tergantung pada pemahaman peneliti
dan data informasi yang diperoleh dari observasi dan
wawancara.

c. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau
variable yang berupa catatan, transrkip, buku, surat kabar,
agenda, dan sebagainya.”® Adapun dokumentasi yang
digunakan dalam skripsi ini berupa arsip-arsip maupun
keterangan yang berkaitan dengan bukti adanya Peran
Kepala Desa Dalam Mengimplementasikan Pasal 21 ayat 1
dan 2 terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun
2026 tentang penggunaan dana desa Tahun 2026 Persfektif
Siyasah (Studi Dusun Cempedak Pekon Padang Tambak).

6. Pengolahan Data
Setelah data dari lapangan atau penulisan terkumpul,
maka peneliti menggunakan teknik pengelolaan data dengan
tahapan sebagai berikut:

a. Editing, adalah memeriksa kelengkapan data yang telah
dikumpulkan sudah lengkap, sudah benar, dan sudah
relavan sesuai dengan masalah. Dalam hal ini dilakukan
pengecekan kembali hasil dari data yang terkumpul
melalui studi pustaka, dokumen, interview, apakah sudah
lengkap, jelas, tidak berlebihan dan relavan.?®

b. Analizing, merupakan tahapan analisis dan perumusan
terkait Peran Kepala Desa Dalam Mengimplementasikan
Pasal 21 ayat 1 dan 2 terkait Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 7 Tahun 2026 tentang penggunaan dana desa
Tahun 2026 Persfektif Siyasah (Studi Dusun Cempedak
Pekon Padang Tambak)

5. Metode Analisis Data
Untuk menganalisi suatu yang telah terkumpul, dalam
hal ini penulis menggunakan metode berpikir deduktif.

24 guharsimi  Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek
(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 231.

% M. Amirin Tatang, Menyusun Rencana Penelitian (Bandung: Sinar Ban,
1991), 132.
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Metode deduktif yaitu “menetapkan kesimpulan yang bersifat
khusus dengan berdasarkan kaidah dan fenomena yang
bersifat umum”.?® Berkaitan dengan skripsi ini, metode
deduktif digunakan pada saat mengumpulkan data secara
umum dari berbagai buku-buku, Al-Qur’an, Hadis dan sumber
lainnya yang kemudian ditarik kesimpulan yang khusus.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif berupa
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang
dapat diamati dari lokasi penelitian.?” Apabila analisis data
sudah terkumpul secara keseluruhan, kemudian dilakukan
analisis dengan menggunakan metode deduktif. Cara data
yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat
khusus.?

26

2006), 51.
27

28

Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi (Jakarta: Kencana Prenada Group,

Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi,11.
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, 28.



BAB 11
LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah
1. Pengertian Fiqh Siyasah

Figh Siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat
majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata Figh dan al-
siyasi. Secara etimologi, Figh merupakan bentuk masdhar
(gerund) dari tashrifan kata fagiha-yafgahu-Fighan yang
bermakna faham®. Figh berarti pemahaman yang mendalam
dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau
tindakan tertentu.

Siyasah berasal dari kata bahasa Arab yang berarti
mengatur, mengurus, dan memerintah. Siyasah juga berarti
pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan.
Siyasah juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.
Jadi Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu
mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat
kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur,
mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang
bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.

Beberapa pendapat yang berbeda di kalangan ahli
Figh tentang asal usul kata Siyasah, yaitu®":

1. Al-Magrizy : Kata Siyasah berasal dari bahasa Mongol
yakni dari kata yasah yang mendapat imbuhan sin
berbaris kasrah diawalnya sehingga dibaca Siyasah.
Pendapat tersebut didasarkan pada sebuah kitab undang-

2 7aenal Abidin, Ahmad Sudirman Abbas, and Ahmad Asrof Fitri, “Tinjauan
Figh Siyasah Dan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Mengenai Peran
Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa,” Journal of Islamic Studies 1, no. 3
(2023): 268-81, https://doi.org/10.61341/jis/v1i3.022.

%0 Rizhti Rahim, Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam
Membangun Infrastruktur Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Studi Desa Kertosari
Kabupaten Lampung Selatan) (repository.radenintan.ac.id, 2024),
https://repository.radenintan.ac.id/35495/.
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undang milik Jenghis Khan yang berjudul llyasa yang
berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk
hukuman berat bagi pelaku pindak pidana tertentu.

2. lbn Taghri Birdi : Siyasah berasal dari campuran dari tiga
bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol. Partikel
Si dalam Bahasa Persia berarti 30, yasa dalam bahasa
Turki dan Mongol berarti larangan dan karena itu ia dapat
juga dimaknai sebagai hukum atau aturan.

3. Ibnu Manzhur menyatakan Siyasah berasal dari Bahasa
Arab, yakni bentuk dari tashrifan kata sasa-yasusu-
siyasatan, yang semula berarti mengatur, memelihara,
atau melatih binatang, khususnya kuda.

Secara terminologis, Siyasah dalam Lisan al-Arab
berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara
membawa kepada kemaslahatan®. Dalam al-Munjid, Siyasah
adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing
mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasah adalah ilmu
pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan
luar negeri, vyaitu politik dalam dan luar negeri serta
kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar
keadilan dan istigamah. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan
Siyasah sebagai undang-undang yang diletakkan untuk
memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur
keadaan.

Figh Siyasah dikenal pula dengan istilah Siyasah
syar’iyyah. Siydsah syar’iyyah secara istilah memiliki
berbagai arti®*:

1. Imam al-Bujairimi : Memperbaiki permasalahan rakyat
dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka
untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap
pemerintahan.

3 Abidin, Abbas, and Fitri, “Tinjauan Figh Siyasah Dan Undang-Undang No

6 Tahun 2014 Tentang Desa Mengenai Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan
Keuangan Desa.”

32 Mohammad Al Jose Sidmag, “Tinjauan Figh Siyasah Maliyah Terhadap

Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat Di Desa Bulugedeg
Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan,” UIN Sunan Ampel Surabaya (core.ac.uk,
2018), https://core.ac.uk/download/pdf/160611528.pdf.
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Kementerian Wakaf Kuwait : Memperbaiki kehidupan
manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan
yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang
dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.
Imam Ibn ‘Abidin: Kemaslahatan untuk manusia dengan
menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik
di dunia maupun di akhirat. Siyasah berasal dari Nabi,
baik secara khusus maupun secara umum, baik secara
lahir, maupun batin. Segi lahir, Siyasah berasal dari para
sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara
batin, Siyasah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi
bukan dari pemegang kekuasaan.

Ahmad Fathi, Figh Siyasah adalah Pengurusan
kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan
syara.

Ibnu’Aqil, dikutip dari pendapat Ibnu alQayyim, bahwa
Figh Siyasah adalah Perbuatan yang membawa manusia
lebih dekat pada kemalahatan (kesejahteraan) dan lebih
jauh menghindari mafsadah (keburukan/kemerosotan),
meskipun Rasul tidak menetapkannya dan wahyu tidak
membimbingnya.

Abdul Wahab Khallaf memaknai Siyasah syar’iyah
adalah pengelolaan masalah umum bagi negara
bernuansa Islam yang  menjamin terealisirnya
kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan
tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip
syariat yang umum, meskipun tidak sesuai dengan
pendapat para imam mujtahid.

Abdur Rahman Taj, Siyasah syar’iyah adalah hukum-
hukum vyang mengatur Kkepentingan negara dan
mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa
syariat dan sesuai dengan dasar-dasar yang universal
(kulli) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang
bersifat ke-masyarakatan, sekalipun hal itu ditujukan
untuk nash-nash tafshili yang juz’iy dalam alQur’an dan
Sunnah.
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Pada prinsipnya, definisi yang dikemukakan memiliki
persamaan. Siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus
manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan
membimbing  mereka  kepada  kemaslahatan  dan
menjauhkannya dari kemudharatan®.

Siyasah juga biasa diistilahkan politik. Politik berasal
dari kata politic (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau
perbuatan. Secara leksikal, kata politic berarti acting or
judging wisely, well judged, prudent. Politik kemudian
terserap ke dalam bahasa Indonesia dengan pengertian segala
urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya)
mengenai kebijakan negara atau terhadap negara lain,
kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani
suatu masalah)®. Jadi, politik adalah cara dan Upaya
menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat
undang-undang untuk menjadi kemaslahatan dan mencegah
hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia.

2. Macam — Macam Figh Siyasah

Objek kajian Figh Siyasah, baik dalam pengertian
etimologi maupun terminologi, dapat diketehuai bahwa objek
kajian figih Siyasah meliputi aspek pengaturann hubungan
antara warga Negara dengan Negara, hubungan antara warga
Negara dengan lembaga Negara dan hubungan antara lembaga
Negara dengan lembaga Negara, baik hubugan yang bersifat
intern suatu Negara maupun hubungan yang besifat ekstern
antara Negara, dalam berbagai bidang kehidupan.

Menurut Muhammad Akbar Yusran® kajian figih
Siyasah  adalah  pekerjaan-perkejaan  mukallaf  dan
urusanurusan mereka jurusan pentad birannya, dengan
mengingatkan persesuaian itu dengan jiwa syari’ah yang kita

¥ Asmamaw Alemayehu Shelemo, Analisis Figh Siyasah Terhadap
Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat, Nucl. Phys.,
vol. 13 (repository.radenintan.ac.id, 2023),
https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/24280.

3 Yusran and Muhammad Akbar, “Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Kinerja
Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat,” Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata
Negara325, no. 2 (2023): 20128, https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v2i2.36.

Ibid.
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peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan
suatu nash dari nash-nash yang merupakan syari’ah amah
yang tentap. Berkenaan dengan luasnya objek kajian figih
Siyasah, maka dalam tahap perkembangan figih Siyasah.
Hasbi Ash Shiddieqy dalam Sakinah Pokhrel®® psebagai
contoh, membaginya ke dalam delapan bagian, yaitu:

1.

w

8.

Siyasah Dusturriyah Syari’iyyah (politik pembuatan
perundang — undangan).

Siyasah Tasyriiyyah Syari’iyyah (politik Hukum islam)
Siyasah Qadha’iyyah Syar’iyyah (politik Peradilan)
Siyasah Maliyah Syari’iyyah (politik ekonomi dan
Moneter)

Siyasah Idariyah  Syari’iyyah (politik administrasi
Negara)

Siyasah ~ Khariyyah  Syari’iyyah/Siyasah  Dauliyyah
(politik Hubungan Internasional)

Siyasah Tanfaiziyyah Syari’iyyah (Politik Pelaksanaan
Perudang Undangan)

Siyasah Harbiyyah Syar’iyyah (Politik Perperangan)
Sedangkan menurut Muhammad igbal ruang lingkup

figih Siyasah dibagi menjadi 3 bagian *":

1.

2.

3.

Figh Siyasah dustruriyah yaitu, keputusan kepala Negara
dalam mengambilan keputusan atau undang-undang bagi
kemaslahatan.

Figh Siyasah Ma’liyah yaitu, hak dan kewajiban kepala
Negara untuk mengatur dan mengurus keuangan nagara
guna kepentingan warga Negaranya serta kemaslahatan
umat

Figh Siyasah Dauliyah vyaitu, pengaturan masalah
kenegaraan yang bersifat luar negeri, serta kedaulatan

% sakinah Pokhrel, Analisis Figih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 26
Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Mengenai Tugas Kepala Desa Dalam
Pembangunan Pada Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya Kampar, Ayay,
vol. 15 (repository.uin-suska.ac.id, 2024), http://repository.uin-suska.ac.id/79591/.

37 1gbal Muhammad, Tinjauan Siyasah Dusturiyah Atas Upaya Polda Aceh
Dalam Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (repository.ar-raniry.ac.id,
2022), https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/28661/.
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Negara. Hal ini sangat penting guna kedaulatan Negara

untuk pengakuan dari Negara lain

Al-quran menggunakan kata Figh dalam pengertian
yang umum  Vyaitu memahami masalah  agama,
memperlihatkan bahwa pada masa hidup Nabi saw, istilah
Figh belum digunakan untuk pengertian hukum secara
khusus tetapi mempunyai pengertian luas yang mencakup
semua dimensi agama. Figh dipahami sebagai ilmu tentang
agama yang mengantarkan manusia pada kebaikkan dan
kemuliaan.

3. Pengertian Siyasah Tanfidziyah
Menurut Imam Ibnu Abidin Figh Siyasah Adalah
Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya
kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di
akhirat®. Figh Siyasah berasal dari Nabi, baik secara khusus
maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Dari
Segi lahir Siyasah berasal dari para sultan (Pemerintah),
bukan lainnya. Sedangkan secara batin, Siyasah berasal dari
ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.
Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa

arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin,
membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. Secara
Etimologis, Istilah Siyasah berasal dari kata sasa yang artinya
mengatur, mengatur dan memerintah atau pengaturan, politik
dan pengambilan keputusan®. Oleh karena itu dapat dipahami
bahwa tujuan Siyasah adalah mengatur, memimpin dan
memutuskan segala sesuatu yang bersifat politis untuk
mencapai sesuatu.

® SITI SARAH, “TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 35
TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Di Dinas
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota ,” Doctoral Dissertation,
UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023, hal.66.

¥ Habib Burrahman, TINJAUAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH
TERHADAP KEGIATAN PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI DESA PANCASILA
LAMPUNG SELATAN (Studi Pada Desa Pancasila Kabupaten Lampung Selatan),
Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents
(repository.radenintan.ac.id, 2013), http://repository.radenintan.ac.id/20865/.



27

Dalam Perspektif Islam tidak lepas dari Alqur©an,
Sunnah dan Nabi serta praktik yang dikembangkan oleh Al-
Khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. Siyasah
Tanfidziyyah Syar“iyyah ini merupakan kajian yang sangat
tidak asing dalam Islam, terutama oleh Nabi Muhammad Saw.
Siyasah Tanfidziyyah menyangkut tentang pelaksanaan
Peraturan Perundang-undangan negara. Syar“iyyah adalah
salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam®.

Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah mencakup
bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun
demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai
berikut:

1. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.

Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.

Persoalan rakyat, statusnya dan hakhaknya.

Persoalan bai“at.

Persoalan waliyul ahdi

Persoalan perwakilan

Persoalan ahlul halli wal aqdi.

Persoalan wizarah dan perbandingannya.

Persoalan Siyasah Tanfidziyan umumnya tidak dapat
dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, Dalil-dalil kulliy,
baik ayat-ayat Al-Qur,,an maupun Hadis, Maqosidu Syariah,
dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat,
yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan
masyarakat Karena Dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur
dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-
aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan
kondisi, termasuk di dalamnya hasil Ijtihad ulama, meskipun
tidak seluruhnya.

© N~ DN

0 Anggito Ratno, Tinjauan Figh Sivasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi
Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomer 3 Tahun 2021 Terkait
Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Pelanggaran Masyarakat Di
Jalan Ratu Dibalau Tanjung Senang Kel.Tanjung, 2023 (repository.radenintan.ac.id,
1967), http://repository.radenintan.ac.id/32540/.
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B.

Peran Kepala Desa dan Konsep Pengalokasian Dana Desa
Perturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan
pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan
pemerintah yang mengatur undang-undang dana desa yang
bersumber dari APBN terdapat pada peraturan pemerintah nomor
60 tahun 2014 tentang desa yang merupakan instrumen baru yang
dikeluarkan pemerintah pada awal tahun 2014. Peraturan
mendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan
penyempurnaan atas peraturan Mendagri nomor 37 tahun 2007
tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dan klarifikasi
APBDesa yang telah diperbaharui. Pengelolaan keuangan desa
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelapor dan
pertanggungjawaban.
1. Perencanaan
Dokumentasi perencanaan keuangan desa meliputi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa yang berpedoman
pada perencanaan pembangunan desa yang disusun
berdasarkan hasil kesepakatandalam musyawarah desa.
Musyawarah desa dilaksanakan paling lambat bulan juni
anggaran berjalan*. Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa
dilakukan secara partisifatif dan forum musyawarah
perencanaan pembangunan desa yang melibatkan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat. RPJM
desa memuat penjabaran visi dan misi kepala desa terpilih,
rencana penyelenggara pemerintah desa, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan
masyarakat dan arah kebijakan perencanaan pembangunan
desa. RPJM desa mengacu pada RPJM Kabupaten/Kota.
RPJM desa ditetapkan dalam jangka waktu 3 bulan terhitung
sejak pelantikan kepala desa.
RKP desa merupakan penjabaran dari RPJM desa
untuk jangka waktu satu tahun. RKPDes berisi evaluasi
pelaksanaan RKP desa tahun sebelumnya, prioritas program,

# Akbar and Fauzi, “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan

Pembangunan Desa Menurut Perspektif Figh Siyasah.”
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kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa maupun
melalui  kerjasama antara desa/pihak ketiga serta
kewenangan penugasan dari tingkatan pemerintah yang lebih
tinggi*2. RKP desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada
bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan
desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

RKP desa menajadi dasar penetapan APBDes.

2. Penganggaran
Berdasarkan pemerintah undang-undang dana desa
bahwasanya selain dana desa bersumber dari APBN,
terdapat enam sumber pendapatan atau keuangan desa

lainnya yaitu®:

a. Pendapatan asli dana desa (PAD) yang terdiri dari hasil
usaha, hasil asset, swadaya dan antisifasi, gotong-
royong, dan lainnya.

b. Alokasi ~ APBN (Dana  Desa), pemerintah
mengalokasikan dana desa dalam APBN setiap tahun
anggaran yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer
melalui APBD Kabupaten/Kota.

c. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah
Kabupaten/Kota, = Pemkab/Pemkot  mengalokasikan
bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah
Kabupaten/Kota kepada desa minimal 10% dari
realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah
Kabupaten/Kota. Pengalokasian bagian hasil pajak dan
retribusi tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan 60%
dibagi secara merata keseluruh desa dan 40% dibagi
secara proporsional berdasarkan realilasi penerimaan
hasil pajak dan retribusi daerah masing-masing.

2 SILFIA UTARI, Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Suka Mulya
Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Perspektif Figh Siyasah, Ayon, vol. 15
(repository.uin-suska.ac.id, 2024), http://repository.uin-suska.ac.id/84580/.

* Treat J et al James W, Elston D, Peranan Kepala Desa Dalam Sistem
Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di
Tinjau Dalam Perspektif Figh Siyasah, Andrew’s Disease of the Skin Clinical
Dermatology. (repository.radenintan.ac.id, 20AD),
https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/30795.
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d. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan
daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
Hibah pihak ketiga
f.  Pendapatan lain-lain yang sah. Seluruh pendapatan desa
disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaan
nya ditetapkan dalam APBDes,
3. Pelaksanaan
Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dapat
dikuasakan kepada perangkat desa. Perangkat desa terdiri
atas sekretariat desa, pelaksana kewajiban dan pelaksana
teknis. Perangkat desa merupakan unsur pembantu kepala
desa. Sekretariat desa dibantu oleh unsur staff sekretariat
desa dipimpin oleh skretaris desa yang dibantu sekretariat
yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang
administrasi  pemerintahan.  Pelaksana  kewilayahan
merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan
tugas kewilayahan™.
Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa
sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis
pengelola keuangan desa merupakan perangkat desa untuk
mengelola keuangan desa. Bendahara merupakan perangkat
desa yang ditunjuk kepala desa untuk menerima,
menyimpan, meyetorkan, menatausahakan, membayarkan,
mempertanggung jawab kan keuangan desa dalam rangka
pelaksanaan APB Desa. Pencairan dana dalam rekening kas
desa ditanda tangani oleh kepala desa dan bendahara desa
4. Pelapor dan Pertanggungjawaban
Kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDes
kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan dan
setiap akhir tahun anggaran. Format pertanggungjawaban
yang disajikan dalam peraturan Menteri dalam negeri

* Meri Evi Yana, Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Sering
Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Menurut Perspektif Figih Siyasah Skripsi (repository.uin-suska.ac.id,
2023), http://repository.uin-suska.ac.id/69100/%0Ahttp://repository.uin-
suska.ac.id/69100/2/SKRIPSI MERI EVI YANA.pdf.
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terkait hanya ditujukan untuk bendahara. Laporan
pertanggungjawaban tersebut meliputi laporan
petanggungjawaban penerimaan dilampirkan dalam buku
kas umum, buku kas pembantu perincian obyek
penerimaan dan bukti penerimaan lainnya yang sah dan
bukti-bukti pengeluaran yang sah dan bukti atas
penyetoran PPN atau PPh ke kas negara.

Bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban
dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat
dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
desa tersebut.

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diruntukkan bagi desa yang
ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang
dinyatakan sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja
negara terdiri dari belanja pemerintah pusat yang ditransfer
kepada daerah. Belanja pusat menurut jenisnya adalah belanja
barang, belanja pegawai, belanja modal, pembayaran Bungan
utang, belanja hibah, bantuan sosial, subsidi, belanja lain-lain dan
transfer ke daerah yang termasuk anggaran transfer darah yaitu
dana otonomi kusus, dana penyesuaian dan dana perimbangan®.

Berdasarkan pada peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014
tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara, pada pasal yang telah diamandemenkan pada
peraturan pemerintah nomo 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang
telah dipertimbangkan dan dirumuskan dalam pengalokasian
dana desa menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara
berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung
memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas

“ rgandis Noventa, Tugas Pokok Dan Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa
Dalam  Memberdayakan  Masyarakat Desa  Perspektif — Figh  Sivasah
(repository.radenintan.ac.id, 2022), https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/20079.
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wilayah, dan tingkat Kkesulitan geografis desa setiap
Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) merupakan regulasi
yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia
untuk mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan keuangan
negara, termasuk pengelolaan anggaran, perpajakan, pengeluaran
negara, dan dana daerah. PMK berfungsi sebagai pedoman bagi
instansi pemerintah dan pihak terkait dalam menjalankan tugas
dan tanggung jawab mereka terkait dengan pengelolaan
keuangan®®.

Salah satu peraturan yang penting dalam konteks desa
adalah **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026
tentang penggunaan dana desa Tahun 2026** tentang
Pengalokasian Dana Desa. Dalam peraturan ini, Menteri
Keuangan menetapkan ketentuan mengenai penggunaan dan
pengelolaan Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN). Berikut adalah beberapa poin
penting yang diatur dalam PMK tersebut:

a. Tujuan Pengalokasian Dana Desa: PMK ini bertujuan untuk
meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat desa dan
mendorong  partisipasi  aktif ~ masyarakat ~ dalam
pembangunan.

b. Kiriteria Pengalokasian: Peraturan ini mengatur kriteria yang
digunakan untuk menentukan besaran Dana Desa yang
diterima oleh masing-masing desa, seperti jumlah penduduk,
kondisi geografis, dan tingkat kemiskinan.

c. Penggunaan Dana Desa: PMK ini menjelaskan berbagai
sektor yang dapat didanai oleh Dana Desa, termasuk
pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, dan
pemberdayaan masyarakat.

% Riki Ersanda, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung

Selatan Pasal 2 Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa
Perspektif Figh Siyasah (repository.radenintan.ac.id, 2016),
https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/31726.
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d. Perencanaan dan Pengelolaan: Dalam PMK ini, terdapat
ketentuan tentang proses perencanaan, penggunaan, dan
pertanggungjawaban atas Dana Desa. Kepala Desa
diharapkan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan
pengelolaan dana untuk memastikan bahwa dana digunakan
sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

e. Transparansi dan Akuntabilitas: PMK ini menekankan
pentingnya transparansi dalam pengelolaan Dana Desa.
Kepala Desa harus menyediakan laporan penggunaan dana
kepada masyarakat dan pemerintah daerah, sehingga
penggunaan dana dapat diawasi dan
dipertanggungjawabkan.

Dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan ini,
diharapkan pengelolaan Dana Desa menjadi lebih terarah, efektif,
dan memberikan dampak positif bagi pembangunan desa dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, PMK ini juga
menjadi landasan hukum bagi Kepala Desa dalam menjalankan
tugasnya sebagai pengelola dana desa yang amanah dan
bertanggung jawab.*’

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang
Penggunaan Dana Desa memiliki peranan yang sangat penting
dalam konteks otonomi desa dan pembangunan daerah. Dalam
pelaksanaannya, PMK ini menggarisbawahi bahwa pengelolaan
Dana Desa harus dilakukan dengan prinsip-prinsip transparansi,
akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Kepala Desa
diharapkan untuk menjadi penggerak utama dalam mengelola
dana ini, dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap
proses, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dengan cara ini,
masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga
subjek yang memiliki hak dan kewajiban dalam proses tersebut.

Pentingnya transparansi dan  akuntabilitas dalam
pengelolaan Dana Desa tidak bisa diabaikan. Kepala Desa wajib
untuk menyusun laporan penggunaan dana yang jelas dan
terbuka, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses
informasi tersebut. Ini juga mencakup kewajiban untuk

‘T KEUANGAN, P. A. K. M. (2012). Peraturan Menteri Keuangan.
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mengadakan rapat publik guna menyampaikan laporan
penggunaan Dana Desa, sehingga masyarakat dapat memberikan
masukan dan pertanyaan mengenai penggunaan dana. Dengan
adanya  mekanisme  pengawasan yang  baik,  risiko
penyalahgunaan dana dapat diminimalisir*®.

Secara keseluruhan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
49/Pmk.07/2016 tentang Pengalokasian Dana Desa berfungsi
sebagai landasan hukum yang mendukung desentralisasi dan
otonomi desa, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam
pembangunan. Dengan implementasi yang baik, Dana Desa
diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat
struktur sosial di tingkat desa.*

8 Asiva Noor Rachmayani, “Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Program

Bantuan Langsung Tunai (Blt) Perspektif Figh Siyasah,”
Repository.lainbengkulu.Ac.Id, 2015, 6, http://repository.iainbengkulu.ac.id/9530/.

* KEUANGAN, P. A. K. M. (2012). Peraturan Menteri Keuangan.
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Proposal Permohonan Izin Penelitian

MENERANGKAN :

Arifki Asdi Pramudiki
2121020147




NIK : 1804071112020004

Jenis Kelamin . Laki-Laki

Tempat/TGL Lahir : Padang Tambak , 11 Desember 2002

Alamat : Cempedak, Padang tambak, way tenong, Lampung
barat

Pekerjaan : Mahasiswa

Tujuan Penelitian : Penyusunan Skripsi

Lokasi Penelitian : Dusun Cempedak Desa Padang Tambak Kecamatan
Way Tenong Kabupaten Lampung Barat

Judul Penelitian : Peran Kepala Desa Dalam Implementasi Pasal 21 Ayat 1

dan 2 Terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor
49/PMK.07/2016 Tentang Pengalokasian Dana Desa
Dalam Persfektif Figh Siyasah Tanfidziyah (Studi di
Dusun Cempedak Desa Padang Tambak)

Waktu yang diberikan : dari Tanggal 22 Januari 2026

sampai dengan Tanggal 22 Januari 2027

Dengan Ketentuan

1,

2.

Surat Keterangan ini diberikan untuk kepentingan penelitian yang
bersangkutan;

Tidak dibenarkan melakukan penelitian/survei yang tidak sesuai/tidak ada
kaitannya dengan judul penelitian tersebut di atas;

. Melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Lampung Barat melalui

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

. Surat Keterangan ini dicabut apabila Pemegangnya tidak mentaati ketentuan

tersebut diatas;

. Yang bersangkutan harus memenuhi Syarat serta ketentuan Perundang-

undangan yang barlaku.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Liwa, 22 Januari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

22/01/2026 13:53:53

Ir. ROBERT PUTRA, S.ST., M.T
Pembina Tk. I (IV/b)

¥ Gtandatingani s
ieh Balai Sertif
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KEMENTRIAN AGAMA
\ e ) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
o RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARIAH
Alamat: JI. Letkol. H.Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Tampung, (0721) 703260

BLANKO KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Arifki Asdi Pramudiki

NPM 12121020147

Pembimbing I : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

Pembimbing 11 : Arif Fikri M.Ag

Judul Skripsi . Peran Kepala Desa dalam [mplementasi Pasal 21 Ayat 1

dan 2 terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor
49/PMK.07/2016 tentang Pengalokasian Dana Desa
dalam Perspektif Figh Siyasah Tanfidziyah

Paraf Pembimbing
No | Tanggal Konsultasi Keterangan 1 I
1 |2 Oktober 2024 Konsultasi Judul dan !
Acc Judul %
2 | 13 Maret 2025 ACC Seminar Proposal ,?-_/ g
3 | 24 Agustus 2025 Bimbingan setelah

seminar Proposal oleh

pembimbing I

4 | 26 Agustus 2025 ACC Bab 1 oleh
pembimbing IT S y ,\W
/

5 |28 Agustus 2025 Bimbingan Bab 1 dan
ACC Bab 1 oleh
pembimbing I

6 | 26 Februari 2026 Bimbingan Bab I-V
oleh pembimbing IT




Bab [-v oleh
pembimbing II J\W
15 Juni 2026 ACC Skripsi Bab [-V

oleh pembimbing 11 (W

Bimbingan bab I-V

{ 12 April 2026 Bimbingan Perbaikan ]
\8

5

oleh Pembimbing I

10 2790)6 ~[ACC Bab TV oleh
3

Pembimbing I  dan L2
dilanjutkan  untuk ‘%’%
diujikan

Bandar Lampung, 26 Februari 2026

Pembimbing I Pembimbing IT
Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Arif Fikri M.Ag

NIP. 196908081993032002 NIP. 198709082023211026
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RUMAH JURNAL

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

J1. Letkol H. EndroSuratminSukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721} 780887
Website: dan

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:
Nama : ARl Aol gRAMuDI

NPM : 2oyl

Prodi : Mukyem Tola Negara

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan

sebagai berikut:

1. | Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, Chicago Manual of v
Style 17th edition (full note, with ibid).
2. | Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung. v

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan

scbagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 29 Juni 2026

«(l NIP. 197112041997032001

- Pasal 263 ayat (1) KUHP, Barangsizpa membual surat palsu atsu memalsukan surat sealah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan,
dikenakan hukuman penjara selama-lamanya enam tshun.
- Verifikasi nd pada QR code.
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N KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

i Iy UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN
R UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG I
Alamat : J1 Letkol I Endvo Suratnin Sukarame Bandar Lampang Telp. (721 703278

SURAT KETERANGAN
Nomor: B-  3253/Un.16 /P1 /KT/VII /2026

Assalamu’alaikum Wr.Wh.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Eni Amaliah, S.Ag,, S.S., M.Ag.
NIP : 197005121998032002
Jabatan : Kepala UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Penelitian Karya llmiah dengan Judul :

PERAN KEPALA DESA DALAM IMPLEMENTAS] PASAL 21 AVAT1 DAN 2 TERKAIT
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 49/PMK.07/2016 TENTANG
PENGALOKASIAN DANA DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH
(Studi di Dusun Cempedak Desa Padang Tambak)
Karya:
NAMA NPM FAKULTAS/PRODI
Arifki Asdi Pramudiki 2121020147 FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 16% dan
dinyatakan Lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu’alailum Wr.Wb.

Dr. Eni Amaliah, S.Ag., .5, MAg.
NIP.197005121998032002/4

Ket:

Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli UPT Perpustakaan.

Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository.

Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran
Karya llmiah Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di UPT Perpustakaan.
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.wb

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama . Umar Suki
Umur 1 45 Tahun
Alamat + Desa Padang Tambak

Pekerjaan : Kepala Desa Padang Tambak

Menerangkan bahwa:

Nama : Arifki Asdi Pramudiki
Npm 12121020147
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi
dengan judul “Peran Kepala Desa Dalam Implementasi Pasal 21 Ayat 1 Dan 2
Terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang
Pengalokasian Dana Dalam Perspektif Figih Siyasah Tanfidziah (Studi didusun
Cempedak Desa Padang Tambak)”

Dengan surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan
diucapkan terimakasih.

Padang Tambak, 26 November 2025

Umar Suki
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wrwb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Subayan

Umur : 58 Tahun

Alamat : Desa Padang Tambak
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa:

Nama : Arifki Asdi Pramudiki
Npm 12121020147
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi
dengan judul “Peran Kepala Desa Dalam Implementasi Pasal 21 Ayat 1 Dan 2
Terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang
Pengalokasian Dana Dalam Perspektif Figik Siyasah Tanfidziah (Studi didusun
Cempedak Desa Padang Tambak)™

Dengan surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan
diucapkan terimakasih,

Padang Tambak, 26 November 2025

Subayan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wrwh

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suwardi

Umur : 56 Tahun

Alamat : Desa Padang Tambak
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa:

Nama : Arifki Asdi Pramudiki
Npm 12121020147
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi
dengan judul “Peran Kepala Desa Dalam Implementasi Pasal 21 Ayat 1 Dan 2
Terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang
Pengalokasian Dana Dalam Perspektif Figih Siyasah Tanfidziah (Studi didusun
Cempedak Desa Padang Tambak)”

Dengan surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan
diucapkan terimakasih.

Padang Tambak, 26 November 2025
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wrwh

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Marwah

Umur : 4] Tahun

Alamat : Desa Padang Tambak
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa:

Nama : Arifki Asdi Pramudiki
Npm 12121020147
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi
dengan judul “Peran Kepala Desa Dalam Implementasi Pasal 21 Ayat 1 Dan 2
Terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang
Pengalokasian Dana Dalam Perspektif Figih Sivasah Tanfidziah (Studi didusun
Cempedak Desa Padang Tambak)”

Dengan surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan
diucapkan terimakasih.

Padang Tambak, 26 November 2025

Marwah



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wrwb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mubhini

Umur : 47 Tahun

Alamat : Desa Padang Tambak
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa:

Nama : Arifki Asdi Pramudiki
Npm £ 2121020147
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi
dengan judul “Peran Kepala Desa Dalam Implementasi Pasal 21 Ayat 1 Dan 2
Terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang
Pengalokasian Dana Dalam Perspektif Figih Siyasah Tanfidziah (Studi didusun
Cempedak Desa Padang Tambak)”

Dengan surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan
diucapkan terimakasih.

Padang Tambak, 26 November 2025
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualailanm Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Triyono

Umur 142 Tahun

Alamat : Desa Padang Tambak
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa:

Nama : Arifki Asdi Pramudiki
Npm 12121020147
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi
dengan judul “Peran Kepala Desa Dalam Implementasi Pasal 21 Ayat 1 Dan 2
Terkait Peraturan Menteri Kevangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang
Pengalokasian Dana Dalam Perspektif Figih Sivasah Tanfidziah (Studi didusun
Cempedak Desa Padang Tambak)”

Dengan surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan
diucapkan terimakasih.

Padang Tambak, 26 November 2025

le—

Triyono



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wrwb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Supriyanto
Umur : 50 Tahun
Alamat : Desa Padang Tambak

Pekerjaan : Kepala Dusun Padang Tambak

Menerangkan bahwa:

Nama : Arifki Asdi Pramudiki
Npm 12121020147
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi
dengan judul “Peran Kepala Desa Dalam Implementasi Pasal 21 Ayat I Dan 2
Terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang
Pengalokasian Dana Dalam Perspektif Figik Sivasah Tanfidziah (Studi didusun
Cempedak Desa Padang Tambak)”

Dengan surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan
diucapkan terimakasih.

Padang Tambak, 26 November 2025

Supriyanto
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Wawancara Kepala Pekon Bapak Umar Suki dan Kepala Dusun
Cempedak Bapak Supri Yanto

Wawancara Dengan Bapak Wawancara Dengan Bapak
Triyono Masyarakat Dusun Suwardi Masyarakat dsusn
Cempedak Cempedak



Wawancara Dengan Bapak Wawancara Dengan Bapak
Marwah Masyarakat Dusun Muhini Masyakarat Dusun
Cempedak Cempedak

Wawancara Dengan Bapak Subayan Masyarakat
Dusun Cempedak
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